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Berkembangnya Perbankan Syari’ah mendorong berkembang pula produk-
produk di dalamnya. Salah satu produk perbankan syariah yang sangat diminati 
oleh masyarakat adalah produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR). Dalam 
praktinya pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah di BSM KC Bandar Jaya 
menggunakan akad murabahah, dalam hal ini harga awal dan margin telah 
diketahui bersama di awal akad. 
Rumasan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi 
Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di BSM KC Bandar Jaya? 
dan Bagaimana sistem angsuran yang dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan 
pemilikan rumah di BSM KC Bandar Jaya dalam Perspektif Ekonomi Islam? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 
Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank 
Syariah Mandiri serta untuk mengetahui dan menjelaskan sistem Angsuran 
Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank 
Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya Perspektif Ekonomi Islam. 
Jenis penelitian ini yaitu field research atau penelitian lapangan, sifat 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan 
pihak BSM KC Bandar Jaya, yaitu dengan staf bagian RBRM, sementara data 
sekunder diperoleh dari literatur atau penelitian terdahulu. Data yang telah 
dikumpulkan lalu di analisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data 
secara rinci sehingga dapat diperoleh gambaran atau suatu penjelasan dan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini yaitu, Penerapan Implementasi akad murabahah dalam 
pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di BSM KC Bandar Jaya adalah bahwa peran 
bank sebagai penyedia dana yang memberikan pembiayaan kepada pemohon yang 
ingin melakukan pembiayaan pemilikan rumah dan dalam penentuan objek akad, 
nasabah diberikan kebebasan dalam memilih akad apa yang akan digunakan 
sesuai dengan kebutuhannya, dalam perspektif ekonomi Islam bahwa sistem 
angsuran yang diterapkan BSM KC Bandar Jaya itu telah sesuai dengan Islam. 
Pembayaran ini dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu 
kemampuan bayar calon nasabah yang telah disepakati bersama antara pihak Bank 
dengan Nasabah. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Pada bagian awal ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta 
memudahkan dalam memahami skripsi ini dan mencegah adanya 
kesalahan pahaman terhadap pemaknaan judul maka, dibutuhkan adanya 
penguraian dalam penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang 
nantinya akan digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Selain itu langkah 
ini merupakan proses penegasan terhadap pokok-pokok permasalahan 
yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini. 
Adapun dibawah ini adalah uraian pengertian dari beberapa istilah-isilah 
yang digunakan dalam skripsi ini: 
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 
(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
1 
2. Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme 
suatu sistem, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang 
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
2 
3. Akad Secara khusus berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan 
                                                             
1 https://kbbi.web.id/analisis 
2
 Nurdin Umar, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 
2002), h. 70. 
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penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan 
berpengaruh pada sesuatu.
3 
4. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu 
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata 
lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 
investasi yang telah direncanakan.
4
 
5. Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatau bentuk 
jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, 
meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 




6. KPRS adalah pembiayaan berupa jangka pendek, menengah, atau 
panjang guna membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru ataupun 
bekas dengan prinsip/ akad (murabahah) atau dengan akad lainnya.
6
 
Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian di PT. Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, yang dimana pada PT. BSM 
Kantor Cabang Bandar Jaya disebut dengan pembiayaan Pemilikan 
Rumah. 
Jadi untuk penegasan pada judul ini hanya mencangkup seputar 
bagaimana Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan 
                                                             
3 Ascarya, akad dan produk bank syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 35. 
4
 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681. 
5





Rumah dalam Persektif Ekonomi Islam yang dilakukan di Bank Syariah 
Mandiri Cabang Bandar Jaya. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara Objektif 
a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya khususnya dalam 
implementasi akad Murabahah pada pemberian Pembiayaan KPR, 
yang dimana pembiayaan ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Bandar Jaya ini disebut dengan Pembiayaan 
Pemilikan Rumah BSM. 
b. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai penambah ilmu pengetahuan 
tentang seperti apa penggunaan akad dalam perbankan syariah 
khususnya pada akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan 
Rumah BSM. 
2. Secara Subjektif 
a. Pokok pembahasan dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan yaitu, 
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 
Intan Lampung, yang didalamnya terdapat suatu pembahasan 
keilmuan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Lainnya dan 
pemberian Pembiayaan Perspektif ekonomi islam. 
b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya 
sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan materi dalam 
4 
 
pembuatan skripsi ini yang tersedia di perpustakaan atau sumber 
lainnya yang mendukung seperti artikel, jurnal maupun data yang 
diperlukan serta kesediaan dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Bandar Jaya itu sendiri untuk dijadikan sebagai 
tempat penelitian. 
C. Latar Belakang Masalah 
Lembaga Perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan 
tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang, dan 
memberikan pelayanan pengiriman uang. Pada dasarnya ketiga fungsi 
tersebut sudah dilaksanakan dari zaman Rasullullah walaupun belum 
dikelola dengan baik. Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, 
pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah 
menjadi bagian dan tradisi umat islam sejak zaman Rasullullah SAW.
7
 
Pada hakikatnya, faktor utama munculnya perbankan syariah di 
dunia islam ialah karena merebaknya “bunga”, pada perbankan 
konvensional hukumnya haram. Maka mulai timbul usaha-usaha di 
sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap 
bank yang ribawi (konvensional).
8
 
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun 
dana dari masyarakat surplus dan kepada masyarakat defisit dana yang 
melarang adanya MAGHRIB (maisir, gharar, riba dan bathil). Semua 
                                                             
7 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (jakarta: 
Prenadamedia Group, 2015), h. 12.  
8 Mila Sartika, Hendri Hermawan, “Implementasi Ijarah dan IMBT pada Bank BRI 
Syariah cabang Yogyakarta”, Economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, vol. 
VII/ Edisi 1 (Mei, 2016), h. 97.  
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transaksi perbankan diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh 
kedua belah pihak. Prinsip “antarodin” sangat diutamakan untuk menjaga 
hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak 
yang dirugikan. 
Sebagai firman Allah dalam Qs. An nisa’ ayat 29: 
                             
                           
Artinya: “Hai orang-orang  yang beriman,  janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan  yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan 





Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU 
No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank 
yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha 
Syariah (UUS), Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
10
 
Adapun pengertian Bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 
1998 adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk 
                                                             
9 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 
83. 
10
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2009), h. 58. 
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Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola 
bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil, bank 
syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan 
dengan pola nonbagi hasil. Dalam produk pendanaan, bank syariah dapat 
juga menggunakan prinsip wadi’ah, qord, maupun ijarah. Dalam produk 
pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan pola jual beli (dengan 
prinsip murabahah, salam, dan istishna) dan pola sewa (dengan prinsip 
ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik) dan pola lainnya (dengan prinsip 
wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf, dan ujr.
12
 
Salah satu pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh 
perbankan syariah adalah pembiayaan jual-beli murabahah. Transaksi ini 
dalam sejarah Islam telah dilakukan pada masa Rasullullah dan para 
sahabatnya. Sejak awal munculnya dalam kajian fiqh, kontrak ini  
tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan bisnis. pembiayaan 
pemilikan rumah dengan akad Murabahah atau jual beli sesuai dengan 
Fatwa Dewan Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 
Definisi Murabahah yaitu transaksi jual beli barang dengan 
mencantumkan harga pokok pembelian dan ditambah dengan keuntungan 
(margin) yang disepakati dalam transaksi jual-beli tersebut. Dengan 
demikian, karakteristik dari akad murabahah dalam transaksi jual beli 
                                                             
11
 Kasmir, Pemasaran Bank  (Jakarta: Kencana, 2010), h. 9. 
12
 Ascarya, akad dan produk bank..., h. 2. 
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penjual harus memberitahukan harga pokok kepada pembeli dan 
menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. 
Penambahan biaya margin laba tersebut dapat mencangkup apa saja yang 
dipilih penjual untuk dimasukkan ke dalam harga. Jadi, disamping harga 
pokok suatu barang yang dimasukkan dalam proses transaksinya, penjual 
dapat menambahkan beban tertetu sebagai pengganti seperti resiko.
13
 
Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh 
seseorang untuk keberlangsungan hidupnya, dari sesuatu yang paling 
penting untuk keberlangsungan hidupnya sampai sesuatu untuk kepuasan 
dirinya sendiri. Kebutuhan terdiri dari 3 macam, yaitu kebutuhan primer, 
kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah 
kebutuhan pokok atau kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kebutuhan primer 
terdiri dari pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (rumah). 
Karena pentingnya masalah perumahan yang akhirnya membuat 
pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan UU No 4 tahun 1992 yang 
menegaskan dalam Bab 1 pasal 1: “rumah adalah bangunan yang berfungsi 
sebagai tempat atau hunian dan sarana pembinaan keluarga”. 
Memiliki rumah adalah salah satu kebutuhan primer yang di 
idamkan siapa saja, karena perumahan merupakan kebutuhan dasar. 
Namun tidak semua orang dapat memenuhinya karena daya beli yang 
rendah yang disebabkan harga rumah yang tidak murah dan selalu naik. 
Selain itu, harga property seperti tidak ada patokan yang pasti karena 
                                                             
13 Marwini, “Aplikasi Pembiayaan Murabahah produk KPRS di Perbankan Syari’ah: 
Institut Studi Keislaman Darussalam, Gontor Ponorogo”, Jurnal: Al-Ihkam Vol. 8 No. 1 (Juni 
2013), h. 147-148. 
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semua didasarkan atas suply and demand, hukum penawaran dan 
permintaan lebih mendominasi harga sebuah rumah.
14
 
Kebutuhan perumahan di Indonesia mencapai lebih dari satu juta 
rumah per tahun. Tentu ini merupakan jumlah yang luar biasa besar, yang 
pemenuhannya akan melibatkan peran berbagai pihak yakni pemerintah, 
masyarakat, investor dalam hal ini pengembang dan lembaga-lembaga 
pembiayaan seperti perbankan. Kebutuhan 1 juta tempat tinggal tersebut 
menggunakan angka pesimistik/terendah mengingat jumlah tersebut hanya 
setengah persen dari jumlah penduduk Indonesia saat ini, yang saat ini  
sudah mencapai 267 juta jiwa yang semuanya menuntut adanya 




Kebutuhan akan pembiayaan pemilikan rumah yang meringankan 
masyarakat tentu saja memberikan peluang tersendiri kepada bank sebagai 
penyedia dana. Dana yang telah dihimpun dari berbagai sumber, akan 
dialokasikan kepada usaha-usaha yang berpotensi menghasilkan 
keuntungan (produktif) sehingga bank akan memperoleh keuntungan. 
Salah satu usaha untuk memperoleh keuntungan bagi bank adalah 
memberikan pembiayaan, dalam hal ini memberi Pembiayaan pemilikan 
rumah (PPR). Mayoritas penduduk negara kita Indonesia adalah menganut 
ajaran Islam, sehingga banyak dari mereka yang berpedoman pada prinsip 
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 Afit kurniawan, Nur Inayah, “Tinjauan Dalam PPR Syariah: Antara Murabahah, Ijarah 
Muntahiya Bittamlik Dan Musyarakah Mutanaqisah”, Jurnal: EQUILIBRIUM, Vol. 1, No.2 
(Desember, 2013), h. 280. 
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 Slamet Ristanto, Mudah Meraih Dana PPR dari Memilih Bank hingga Cara 
Mengangsur  (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, Cet 1, 2008), h. 20. 
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syariah islam. Bagi bank yang melakukan usahanya dalam bentuk syariah, 
kegiatan usahanya didasarkan atau berpedoman pada syariah islam yaitu 
berpedoman pada AL-QURAN dan Sunnah Rosul.
16
 
Pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Syariah yang ada pada 
perbankan syariah biasa dikenal dengan konsep berbasis bagi hasil dan 
juga perdagangan. PPR Syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Bandar Jaya adalah pembiayaan dengan menggunakan akad 
murabahah (jual beli). Untuk penggunaan akad pada pembiayaan 
pemilikan rumah (PPR) Syariah sesuai dengan kesepakatan antara nasabah 
dengan pihak bank. 
Meski Pembiayaan di berbagai bank terdiri dari beragam segmen 
bisnis, namun segmen PPRS termasuk jenis pembiayaan yang paling 
diminati dan menjadi pilihan untuk iklan oleh perbankan, disamping iklan 
kartu kredit tentunya. Bank-bank yang semula hanya menggeluti segmen 
bisnis tertentu, saat ini hampir semuanya terjun untuk menggarap bisnis 
PRS. 
Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya merupakan salah satu 
Kantor Cabang yang menyediakan Produk Pembiayaan PRS yang mana 
pada Bank tersebut dinamakan dengan Pembiayaan Pemilikan Rumah, 
dengan tersedianya akad Murabahah yang telah disediakan oleh bank 
untuk nasabah, Selain itu pada PPR BSM ada tiga poin yang perlu nasabah 
                                                             
16
  Bayu Ilham Cahyono, Darminto, Nila Firdausi Nuzula, “Analisis Sistem dan Prosedur 
Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PRS) Murabahah untuk mendukung pengendalian Intern: 
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 
Vol. 25 No. 1 (Agustus 2015), h. 2. 
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ketahui yaitu, Ringan (Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan), 
Mudah (Proses permohonan yang mudah dan cepat) dan Fleksibel 
(Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second).
17
  
Adapun jumlah nasabah yang menggunakan Pembiayaan Pemilikan 
Rumah (PPR) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya tercatat 
sebanyak 75 nasabah dari mulai tahun 2013-2018. Adapun gambaran 
maksimum angsuran pembiayaan dari perbankan syariah secara umum 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 










PPR Tipe > 70 70% 60% 50% 
PPRS Tipe > 70 70% 60% 50% 
PPR Tipe 22-70 Tidak Diatur 70% 60% 
PPRS Tipe 22-70 80% 70% 60% 
PPRS Tipe s/d 21 Tidak Diatur 70% 60% 
Ruko/Rukan Tidak Diatur 70% 60% 
Keterangan: 
FP = Fasilitas Pembiayaan 
FP1 = Fasilitas Pembiayaan untuk Rumah pertama, dst. 
PPRS = Pembiayaan Pemilikan Rumah Susun 
 
1. Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih. 
2. Fasilitas pembiayaan untuk unit yang belum selesai dibangun/inden 
dapat diberikan untuk fasilitas pembiayaan yang pertama. 






3. Pencairan pembiayaan dapat diberikan apabila progress pembangunan 
telah mencapai 50%, dengan total pencairan maksimal sebesar 60%. 
4. Untuk pencairan unit yang belum selesai dibangun/inden, harus melalui 
perjanjian kerja sama antara developer dan BSM Kantor Pusat. 
Berdasarkan Latar Belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI 
AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH 
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya)”. 
D. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini sesuai tujuan utama penelitian ini dilakukan dan 
untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis membatasi 
pembahasan dalam penelitian ini adalah produk PPR BSM pada Bank 
Mandiri Syariah KC Bandar Jaya. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kriteria Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan 
Rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya? 
2. Bagaimana Implementasi Akad Murabahah pada pembiayaan Pemilikan 
Rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya? 
12 
 
3. Bagaimana sistem Angsuran dalam Implementasi Akad Murabahah 
pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Bandar Jaya dalam Perspektif Ekonomi Islam? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kriteria Akad Murabahah pada 
Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Bandar Jaya 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Akad Murabahah 
pada pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Bandar Jaya. 
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem Angsuran dalam 
Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di 
Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya Perspektif Ekonomi Islam. 
G. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis (keilmuan), penelitian ini memberikan hasil berupa 
wawasan mengenai seperti apa implementasi akad murabahah pada 
pembiayaan pemilikan rumah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 
Bandar Jaya perspektif ekonomi islam. Selain itu, hasil penelitian ini 
juga dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran dan menambah 
literatur mengenai hal tersebut di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 




2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 
bagi masyarakat umum dan juga dapat menambah wawasan mengenai 
seperti apa Implementasi Akad Murabahah di PT. Bank Syariah 
Mandiri Cabang Bandar Jaya dalam perspektif ekonomi islam, 
sehingga menjadi sebuah referensi bagi bagi para pihak yang 
berkepentingan untuk dapat menggunakan hasil dari penelitian ini 
sebagai bahan penelitian sejenisnya dan sebagai pengembangan 
penelitian untuk kedepannya. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah  untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
18
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian 
kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
alamia, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 
dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan 
dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, cv, 
2017), h. 2. 
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makna dari pada generalisasi.
19
 Jenis pendekatan penelitian ini 
adalah deskriptif. Dengan menggunakan penelitian lapangan yang 
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, 




Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 
Bandar Jaya Lampung Tengah. Selain itu penulis menggunakan 
penelitian kepustakaan (library research) guna membantu 
melengkapi data-data yang dibutuhkan mengenai Analisis 
Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah 
dalam perspektif ekonomi islam. 
b. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Dalam 
penelitian ini adalah digunakan untuk mengetahui seperti apa 
Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah 
perspektif ekonomi islam di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar 
Jaya. 
2. Tempat 
Pemilihan Tempat atau Lokasi penelitian ini di lakukan di PT. 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Jl. Proklamator 
Raya, No. 1-3 lampung Tengah. 
                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 15. 
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 Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif, “Analisis Implementasi Akad 
Istishna Pembiayaan Rumah (studi kasus Developer Property Syariah Bogor)”, Jurnal Ekonomi 
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3. Sumber Data 
Untuk pengumpulan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini 
menggunakan data sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data. Dalam hal ini penulis mendapatkan 
data primer dari lapangan, yaitu dari pihak-pihak yang terkait di 
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya seperti 
staf/karyawan bagian pembiayaan berupa observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. 
b. Data Sekunder 
Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 
lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini penulis 
mendapatkan bahan-bahan materi dari perpustakaan, Al-Qur’an, 
Hadits, buku-buku literatur, dan data sekunder yang berasal dari 
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya, berupa arsip dan 
dokumen yang berhubungan dengan judul ini yaitu Analisis 
Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan 





4. Bahan dan Materi Penelitian 
a. Populasi 
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah 
populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “sosial situation” atau 
situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku 
(actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.
21
 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah staf/karyawan 
yang bersangkutan di PT. BSM Cabang Bandar Jaya, dan disini ada 
8 nasabah yang dijadikan populasi yaitu: Bpk Sudarwin, Ibu Wiji, 
Bpk Paino, Bpk Karman, Ibu Eni, Bpk Sutar, Ibu Tari dan Bpk 
Takat. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini pengambilan 
sampel dilakukan dengan Simple Random Sampling, sampel ini 
dipilih dengan seleksi acak sederhana, dimana setiap anggota 
dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, 
sampel ini mudah digunakan dalam populasi yang kecil karena 
pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.
22
 Dan dalam 
penelitian ini untuk populasi yang kecil (kurang dari 100 orang atau 
unit lain) ada gunanya menggunakan sampling yaitu mensurvei 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., h. 215. 
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 Ibid., h. 218-219. 
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seluruh populasi, akan tetapi pada penelitian ini Sampel yang 
digunakan adalah hanya 2 nasabah dari seluruhan populasi yang 
berjumlah 8 orang.  
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 




a. Interview (wawancara) 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 
Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara 
berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak 
mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya 
pesawat telepon.
24
 Dalam pelaksanaannya penulis melakukan 
wawancara secara terstuktur dengan membawa kerangka 
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, peneliti 
mewawancarai pihak-pihak terkait dengan judul penelitian ini 
seperti staf/karyawan yang terlibat dalam proses pembiayaan. 
Penulis menggunakan metode ini guna memperoleh data dari 
lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan Implementasi 
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24 Ibid., h. 105. 
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Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank 
Syatriah Mandiri Cabang Bandar Jaya. 
b. Studi Dokumen 
Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data 
kualitatif, sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam bahan 
yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentu surat, 
catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan 
dan sebagainya.
25
 Metode ini digunakan guna memperoleh data 
yang berhubungan dengan Implementasi Akad Murabahah pada 
Pembiayaan Pemilikan Rumah di PT. Bank Syariah Mandiri 
Cabang Bandar Jaya. 
5. Metode Pengolahan Data 
Penulis menggunakan Analisis data dalam penelitian kualitatif ini 




a. Data Reduction (Reduksi Data) 
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya.
27
 Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data-data selanjutnya 
                                                             
25
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (yogyakarta: PT. 
Pustaka Baru, 2015), h. 32-33. 
26
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., h. 245. 
27
 Ibid., h. 247. 
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mengenai Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan 
Pemilikan Rumah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar 
Jaya. 
b. Data Disply (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian Kualitatif ini penulis 
menyajikan data secara spesifik tentang Implementasi Akad 
Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah 
Mandiri Cabang Bandar Jaya. 
c. Conclusion Drawing (Verifikasi Data) 
Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisis 
data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 
hal ini data mengenai Implementasi Akad Murabahah pada 
Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Bandar Jaya yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan 
bahwa dikemukakan pada tahap awal, serta didukung dengan 
adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 
ke lapangan guna mengumpulkan data. Kesimpulan dapat 
berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat, namun jika 
bukti sudah kuat maka kesimpulan sudah dapat dikatakan jelas. 
6. Metode Analisis Data 
Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langskah selanjutnya 
adalah penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik 
20 
 
kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode 
berfikir deduktif yakni mengangkat dari fakta-fakta yang umum, 
peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-
peristiwa yang umum konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang 
mempunyai sifat khusus. 
Dalam menganalisa data, peneliti menggunakna metode analisis 
kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada 
variabel yang diteliti sesuai dnegan kondisi yang sebenarnya. Hal ini 
dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang 
diperoleh dari narasumber kemudian mengevaluasi dengan berbagai 
teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
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A. Bank Syariah 
1. Definisi Bank Syariah 
Bank Syariah merupakan Islamic Financial Institution dan lebih 
dari sekedar bank (beyong banking) yang berlandaskan Al-Quran dan 
hadits (tuntunan Rasullullah Muhammad SAW) yang mengacu pada 
prinsip muamalah, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada 
larangannya dalam Al-Quran dan hadits yang mengatur hubungan antar 
manusia terkait ekonomi, sosial dan politik. Dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 
dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan 
oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) 
di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah menjalankan 
fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
1
 
Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah 
ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 
                                                             
1
 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2016), h. 7. 
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jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.
2
 
Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang menjalankan 
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 




Bank sebagai lembaga pelantara jasa keuangan (financial 
intermediatory), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari 
masyarakat, diharapkan dengan adanya dana tersebut dapat memenuhi 
kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga 
sebelumnya (swasta dan negara). 
Dalam aktivitas pembiayaan Bank Islam akan menjalankan dengan 
berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan 
dan aktivitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, dan yang 
lainnya. Di samping itu, Bank Islam juga terlibat dalam kontrak 
murabahah. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Islam harus 
memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. 
Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada 
para nasabah, Bank Islam harus tetap berpedoman pada syariah islam 
(antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta 
bidang usahanya harus halal). 
                                                             
2 Irham Fahmi, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi (Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 21. 
3 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah 
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Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal 
syariah, bank islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan 
baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank islam.
4
 
Sedangkan menurut penulis, bank syariah adalah suatu lembaga 
keuangan yang dalam kegiatannya tidak hanya terikat oleh peraturan 
perundang-undangan akan tetapi terikat pula dengan aspek keagamaan 
(Al-Quran dan Hadits), sehingga dalam menjalankan kegiatan 
usahanyanya harus sesuai dengan aspek hukum perundang-undangan 
dan hukum agama. 
2. Dasar Hukum Bank Syariah 
a. Al-Qur‟an dan Hadits 
                       
                     
    )  : ءاسنلا92 ) 
Artinya: “Hai orang-orang yang berima, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 






                                                             
4 Veithzal Rivai, Arviysn Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 679-680. 
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 ُصلا ُل ُحُ ُج ُزئاُُ ب ٍُ ُيُُ ا ُول ُس ُول ٍُ ُيُاُ لُ ُص ُل ُح ُحُ ا ُر ُمُ ُحُ  لُ  لُ اُ ُوُُ ا ُح ُلُ ُح ُر ُهُ اُا
 ُو ُا ُول ُسُ ٍل ُو ُى ُىُ ُعُ ل ُشُ ى ُر ُوُ ُنهطُُ لاُ ُش ُرُ ط ُحُ ا ُر ُمُ ُحُ  لُ  لُ اُ ُوُُ ا ُح ُلُ ُح ُر ُهُ اُا
)يذهُرتلاٍُور(ُ
Artinya: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram.”6 
ُ
b. Undang-undang dan POJK 
Dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada 
saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Peraturan-
peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang perbankan syariah, antara 
lain PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bnak Umum Syariah dan PBI 
No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan 
prinsip syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang ter 
kait, yaitu masing-masing No.11/9/Dpbs tanggal 7 April 2009 
perihal Bank Umum Syariah dan No.11/34/Dpbs tanggal 23 
Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonsia Nomor 14/33/DPbs 
tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk 
Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan 
Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
 
 




c. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Fatwa adalah penjelasan tentang hukum islam yang diberikan oleh 
seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik 
karena adanya pertanyaan maupun tidak. Secara sederhana, fatwa 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawab (keputusan, 
pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah . 
pengertian fatwa juga terdapat dalam Concise Encyclopedia of 
Islam oleh Cyrill Glasse, yaitu “fatwa a published opinion or 
decision regarding religious doctrine or low made by a recognized 
authority, called a Mufty.” Menurut pengertian tersebut, fatwa 
adalah pendapat atau keputusan yang berkenaan dengan doktrin 
atau hukum agama yang diterbitkan oleh kekuasaan yang diakui 
yang disebut mufti. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam sejarah 
islam fatwa tidak hanya dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki 
kompetensi resmi untuk itu, seperti mufti yang diangkat oleh 
negara, akan tetapi seseorang ulama yang terkenal di suatu 
kawasan juga dapat mengeluarkan fatwa.
7
 
3. Karakteristik Bank Syariah 
Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga 
memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental 
terdapat beberapa karakteristik bank syariah: 
a. Penghapusan riba. 
                                                             
7
 A. Wangsawijaya Z, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia  Pustaka Utama, 
2012), h. 19-31. 
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b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran 
sosio ekonomi islam. 
c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabunga dari bank 
komersial dan bank investasi. 
d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati 
terhadap permohonan pembiayaan yang berorintasi kepada 
penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan 
profit and loss sharing  dalam kondinyasi, ventura, bisnis atau 
industri. 
e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah 
dengan pengusaha. 
f. Kerangka yang dibangun dalam membentu bank mengatasi 
kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang 
antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah. 
Pengawasan perbankan islam mencakup dua hal, yaitu pertama 
pengawasan dari segi aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan 
secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan 
prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.
8
 
4. Produk-produk Bank Syariah 
a. Penyaluran Dana 
1) Prinsip Jual Beli (Ba’i) 
                                                             
8 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 67. 
27 
  
Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan 
kepemilikan barang. Terdapat 3 jenis jual beli dalam 




a) Ba’i al-murabahah: jual beli dengan harga asal ditambah 
keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan 
nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang 
kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam 
jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. 
b) Ba’i al-salam: jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan 
pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan 
harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan 
sebelumnya. Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank 
sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan 
segera. 
c) Ba’i al-istishna: bagian dari ba’i as-salam namun ba’i al-
istishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur, seluruh 
ketentuannya mengikuti ba’i as-salam namun pembayaran 
dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. 
2) Prinsip Sewa (Ijarah) 
Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan 
                                                             
9 Ascarya, akad dan produk bank syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 37. 
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atas barang yang disewa. Bank menyewakan peralatan kepada 




3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 
Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, antara lain: 
a) Musyarakah: salah satu produk bank syariah yang terdapat 
dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan 
aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan 




b) Mudharabah: kerja sama dua orang atau lebih dimana 
pemilik modal memberikan sejumlah modalnya kepada 
pengelola dengan pembagian keuntungan. 
b. Penghimpunan Dana 
Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, 
tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah 
adalah: 
1) Prinsip Wadiah 
Penerapan prinsip Wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad 
dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda 
dengan wadiah yad amanah dimana pihak yang dititipi (bank) 
bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut, 
                                                             
10 Ibid., h. 40. 
11 Ascarya, akad dan produk bank..., h. 48. 
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sedangkan pada wadiah yad amanah harta titipan tidak boleh 
dimanfaatkan oleh yang dititipi. 
2) Prinsip Mudharabah 
Dalam prinsip mudharabah penyimpan bertindak sebagai 
pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. 
Berdasarkan kewenangan yang diberikan penyimpan, maka 
prinsip mudharabah dibagi menjadi 3 bagian antara lain: 
a) Mudharabah mutlaqah: prinsipnya berupa tabungan dan 
deposito, sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan mudharabah 
dan deposito mudharabah, tidak ada pembatas bagi bank 
untuk menggunakan dana yang terhimpun. 
b) Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah 
simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat 
khusus yang harus dipatuhi oleh bank. 
c) Mudharabah muqayyadah off balace sheet: penyaluran dana 
langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai pelantara 
pemilik dana dengan pelaksana usaha, pelaksana usaha juga 
dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi 
bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya. 
c. Jasa Perbankan 
Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dan 
menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada 
30 
  
nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau 
keuntungan, jasa tersebut antara lain: 
1) Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 
Jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan 
pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan 
untuk jasa jual beli tersebut. 
2) Ijarah (sewa) 
Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpana (safe deposit 
box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian), 





1. Definisi Pembiayaan 
Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Belive, I Trust, „saya 
percaya‟ atau „saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan pembiayaan yang 
artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku 
shahibul mall menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk 
melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut terus digunakan 
dengan benar adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat 
yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
                                                             
12 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 28-32. 
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pinjam meminjam antara bank/atau lembaga keuangan lainnya dengan 
pihak lain yang mewajibkan imbalan atau bagi hasil, termasuk 
pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan note 




2. Dasar Hukum Pembiayaan 
 sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4): 29 dan 
Surat Al-Maidah (5): 1. 
 ُ ُ ُُ   ُ  ُ ُ   ُ ُ ُُ  ُ
ُ ُُُ ُ   ُ ُُ ُُُ ُ  ُُُ:ُءاسٌلا(92)ُُ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 
di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”14 
 
 ُُ   ُ ُ   ُُ...ُ:ٍُذئاولا(1)ُ




Menurut Muhammad, pembiayaan adalah dana atau tagihan yang 
dipersamakan dnegan itu berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik 
                                                             
13 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Ibid., h. 698-700. 
14 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 
83. 
15 Ibid., h. 106. 
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c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan 
ishtishna 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
16
 
Dengan demikian dalam praktiknya pembiayaan adalah: 
a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan 
harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama 
dikemudian hari. 
b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian 
tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) 
yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. 
c. Pembiayaan adalah suatu hak, yang mana seseorang dapat 
menggunakannnya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu 
tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.
17
 
3. Tujuan Pembiayaan 
                                                             
16 Ibid., h. 40-41. 
17 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori...., h. 701. 
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secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok 
besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat maro dantujuan 
pembiayaan untuk tingkat mikro. 
Secara makro pembiayaan bertujuan untuk: 
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 
akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat 
melakukan akses ekonomi. 
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang diperoleh 
melalui aktivitas pembiayaan. 
c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan 
memberikan peluang bagi  masyarakat usaha agar mampu 
meningkatkan daya produksinya. 
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-
sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor 
usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. 
e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat ussaha 
produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan 
memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. 
Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka: 
a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 
memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba. 
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b. Upaya meminimalkan risiko,  artinya usaha yang dilakukan agar 
mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu 
meminimalkan risiko yang mungkin timbul. 
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi 
dapat dikembangkan dnegan melakukan mixing antara sumber daya 
alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. 
d. Penyaluran kelebihan dana, artinya kehidupan masyarakat ini ada 




C. Akad Murabahah 
1. Definisi murabahah 
Kata murabahah berasal dari kata (arab) rabaha yurabihu 
murabahatan, yang berarti untung atau menguntungka, seperti 
ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan” 
pedagang yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang 
menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau 
rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. 
Menurut para ahli hukum islam (fuqaha), pengertian murabahah 
adalah “al-bai’ bira’ sil maal waribhun ma’lum” artinya jual beli 
dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Ibn jazi 
menggambarkan jenis transksi ini “penjual barang memberitahukan 
kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari 
                                                             
18 A. Wangsawijaya Z, Pembiayaan Bank..., h. 50. 
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barang tersebut”. Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual 
beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu’ al-amanah), hal ini 
mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan 
menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut 
keuntungan nya kepada pembeli. 
Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah yaitu menjual suatu 
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 
Menurut Bank Indonesia murabahah adalah akad jual beli antara 
bank dnegan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah 
dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok 
ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
19
 
Menurut Veithzal Rival, bai’ al-murabahah atau beli anggur (al-
bai’ bi tsaman ajil) atau diartikan pula dengan keuntungan (deferred 
payment sale). Dilihat dari asal kata ribhu (keuntungan), merupakan 
transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan 
tertentu. Disini bank bertindak sebagai penjual, dan dilain pihak 
customer sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau 




Menurut Muhammad, murabahah adalah akad jual beli atas barang 
tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang 
                                                             
19 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Kuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 108-109. 
20 Veithzal Rivai, Avriyan Arivin, Islamic Banking: Sebuah Teori...., h. 760. 
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diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, 
kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah 
tertentu. Sedangkan secara teknis perbankan, murabahah adalah akad 
jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin 
keuntuang yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank 
membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga 
jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang 
disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Murabahah dapat 
dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah 
berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada 
pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat 
bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang 




Menurut Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag., murabahah 
adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 
yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga 




Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku Memahami Bisnis 
Bank Syariah, murabahah adalah jual beli yang dilakukan secara 
                                                             
21 Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Fiqh dan Keuangan 
(Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), h. 271-272. 
22 Akhmad Mujahidin, Hukum Peerbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 54. 
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terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat 
penjual.
23
 Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku 
Mengelola Kredit Secara Sehat, pembiayaan dengan akad murabahah 
adalah pembiayaan berupa saksi jual beli barang sebesar harga 
perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para 
pihak (penjual dna pembeli). Besar margin keuntungan ditanyatakan 




Untuk terjadinya transaksi murabahah perlu ada kesepakatan harga 
jual, syarat-syarat pembayaran antara bank dengan pembeli. Harga jual 
dicantumkan dalam akad, sehingga tidak dapat diubah oleh masing-
masing pihak sampai masa akad berakhir, barang diserahkan setelah 
akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau 
mencicil (bi tsaman ajil atau muajjal). Bai’ al-murabahah ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan customer terhadap barang tertentu karena 
tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau karena tidak ingin dibeli 
secara tunai. Disini penjual berkewajiban memberitahukan harga pokok 
barang yang dibeli secara tunai. Dengan sistem ini customer dapat 
memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang tertentu sesuai dengan 
kebutuhan.  Praktiknya bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh 
customer selanjutnya bank menjual kepada customer dengan harga 
tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan bank mengambil inisiatif 
                                                             
23 Ibid., h. 21. 
24
 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2016), h. 260. 
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dengan menetapkan harga jual. Antara customer dengan bank akan 
terjadi proses tawar-menawar mengenai harga jual serta cara 
pembayarannya. 
2. Dasar Hukum Murabahah 
a) Landasan Al-Qur‟an, 
ُ   ُ ُ ُ  ُُُ  ُُ...ُ:ُةرقبلا(121)ُ
Artinya :“Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 
hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”25 
 
Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Allah tidak melarang adanya 
perniagaan atau jual beli. Untuk itu proses jual beli adalah hal yang 
dihalalkan oleh islam, asalkan dengan proses yang halal dan tidak 
merugikan satu pihak pun. 
ُ  ُ  ُُ ُ ُ ُ ُُ  ُ ُُ
 ُُ ُ ُ  ُ ُُ ُ   ُُ  ُُ ُ ُ   ُُ
...ُ:ُةرقبلا(972) 
ُ
Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...”26 
 
Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa yang dilarang oleh Allah 
adalah Riba sedangkan jual beli adalah halal. Proses jual beli adalah 
                                                             
25 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 
31. 
26




aktivitas yang sering sekali kita lakukan. Untuk itu, proses ini harus 
dilakukan dengan adil, seimbang, terbuka dan tidak menghalangi 
keuntungan orang lain. Perniagaan bertujuan agar sama-sama untuk 
dapat memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itu, prinsip dasar ekonomi 
islam adalah menghindari riba karena haram dan melakukan jual beli 
sebagai transaksi ekonomi yang halal dan diperbolehkan oleh Allah 
SWT. 
b) Landasan Hadits, 
 ُع ُيُُ ا ًُ بُ ُس ٍُ ع ُلااُذ ُخ ُذُ ُرُير ًُ ضُُ اللُ ُع ٌُُ َُُ ا ُرُى ُس ُى ُلُ ُالل ُص ُىلُُ اللُُ لع ٍَُُ
 ُوُ ا ُوَُل ُسُ ل ُنُ ًا ُوُ بلاُا ٍُ ُعُ ُعُ تُي ُر ُضا,ُ ُر( ُوُ ٍاُُ بلا ٍُُ ه ًُ قُ ُو ُبا ُيُ ُه ُجُاُ َُ ُو ُصَُحح
 ُبا ُيُ ُحُ بىا) 
ُُ
Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasullullah SAW bersabda, 
“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. 
Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 
 
ُ ٌلاُىا ًُ بُ ُصُ لُ اللُىُ ُعُ ل ٍُ ُوَُُ ا ُوَُل ُسُ ل ُنُُ ق ُلاُُ ثُ:ُ لُ ُثُ ٍُ ف ُيهُُ بلا ُرُ ُك ُت ُاُ:ُ ل ٍُ ب ُعُ
ُ لاُ اُى ُج ُوُ,ل ُولاُ ق ُرُا ُض ,تُ ُو ُخُ لُ بلاُط ُرُُ ب ُشلُا ٍُ ع ُرُُ بلل ٍُُ بللُلُت ٍُ ُر(ُع ُوُ ٍاُ ُبا ُيُ
 ُه ُجُاُ َُ ُع ُيُ ُص ٍُ ه)بُ
 
“Rasullullah Saw bersabda, “Terdapat tiga hal yang mengandung 
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, 
bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).27 
 
3. Rukun Murabahah 
Rukun murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada 
umumnya, antara lain: 
                                                             
27
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada  2004), h. 116. 
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a) Penjual (al-ba’i) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, 
cakap menurut hukum dan tidak terpaksa. 
b) Pembeli (al-musytari’) adalah pihak yang memerlukan dan akan 
membeli barang, cakap menurut hukum dan tidak terpaksa. 
c) Sighat (ijab qabul) adalah harus jelas, harga dan barang yang 
disebutkan harus seimbang 
d) Barang yang dibeli (al-mabi’) adalah barang yang tidak dilarang oleh 
syara’, penyerahan barang dapat dilakukan dan hak milik penuh 
yang berakad 




4. Syarat Murabahah 
Syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut: 
a) Mengetahui harga awal/asal, artinya pembeli harus tahu harga beli 
barang (yang dibayar oleh) si penjual, karena pengetahuan mengenai 
harga adalah salah satu syarat syahnya penjualan 
b) Mengetahui jumlah keuntungan, mengetahi besarnya margin sangat 
penting karena untuk mengetahui besarnya harga, yang merupakan 
syarat berlakunya penjualan 
c) Harga asal/asli sepadan, artinya harga beli barang yang dibayar oleh 
penjual ditetapkan/diukur berdasarkan volume, berat atau jumlah 
barang yang homogen. 
                                                             
28
 Ibid., h. 55. 
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5. Pelaksanaan Akad Murabahah 
Dalam praktiknya yang rill dilapangan produk jual beli murabahah 
ini ditawarkan dalam bentuk kesediaan membiayai kebutuhan nasabah 
dalam hal pengadaan barang konsumtif seperti rumah, kendaraan atau 
barang produktif, seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain. 
Sebelumnya BSM memaknai bai’ murabahah ini sebagai akad jual beli 
antara bank dengan nasabah, yang mana bank berperan selaku penjual 
yang menjual barang kepada nasabah dnegan harga pokok ditambah 
dengan keuntungan margin yang telah disepakati bersama.
29
 
Jenis pembiayaan yang ditawarkan ada dua, yaitu pembiayaan 
konsumtif seperti memberikan bantuan pendanaan bagi nasabah yang 
menghendaki kebutuhan privasinya seperti kendaraan, rumah, dan 
sejenisnya, dan pembiayaan produktif seperti membiayai sektor usaha, 
Unit Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), dan sejenisnya. 
D. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 
1. Definisi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR BSM) adalah Pembiayaan 
yang ada di Bank Mandiri Syariah KC Bandar jaya atau bisa juga 
disebut dengan KPR Syariah. KPR Syariah adalah pembiayaan 
pemilikan rumah secara syariah, akad yang digunakan dalam 
pembiayaan KPR Syariah ini adalah jual beli tegaskan untung 
(murabahah), jual beli dengan termin dan konstruksi (istishna’), sewa 






berakhir lanjut milik (ijarah muntahiya bittamlik), kongsi berkurang 
bersama sewa (musyarakah mutanaqishah),
30
 dan dalam KPR Syariah 
ini pembiayaan yang dilakukan berupa pembiayaan jangka pendek, 
menengah atau panjang 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang 
diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan 
membeli atau memperbaiki rumah baik rumah baru maupun bekas.
31
. 
Pembiayaan Pemilikan Rumah  ada dua jenis yaitu, PPR subsidi 
dan PPR non subsidi. Untuk PPR subsidi adalah kredit kepemilikan 
rumah yang pendanaannya dibantu oleh pemerintah, sedangkan PPR 
non subsidi adalah kredit kepemilikan rumah yang pendanaannya 
tidak dibantu oleh pemerintah atau tidak disubsidikan oleh 
pemerintah, dan dalam hal ini BSM KC Bandar Jaya memberikan 
pendanaan berupa Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR BSM) jenis 
non subsidi. 
2. Jenis dan Syarat Pembiayaan Pemilikan Rumah 
a. Jenis pembiayaan pemilikan rumah dengan sistem syariah yaitu 
bank membeli rumah dari pengembang (developer) dan 
menjualnya kembali dengan harga yang dinaikkan, ayau 
menyewa-jualkan kepada konsumen. Terdapat tiga jenis 
                                                             
30 Ahmad Ifham, Ini Loh PPR Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 33. 
31 Dony Ramadhan, dkk, “Analisis Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Pemberian 
KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Dengan Menggunakan Model Herbert A.Simon (Studi pada PT. 
Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Malang)”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 8 No. 2 
(Universitas Brawijaya, Malang, 2014), h.3. 
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pembelian dalam pembiayaan pemilikan rumah, meski sifatnya 
sama-sama menyicil nmaun konsekuensinya berbeda.
32
 
1) Murabahah, ini adalah transaksi jual beli dengan mekanisme 
pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu cicilan secara 
berkala atau ditangguhkan untuk dilunasi pada akhir periode. 
Namun umumnya bank menggunakan pembayaran cicilan 
untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya. 
2) Istishna, merupakan transaksi jual beli dengan pesanan, di 
mana pihak pembeli memesan suatu barang untuk dibuatkan 
baginya, dan pembayarannya dapat dilakukan lunas atau 
bertahap dalam jangka waktu yang disepakati. 
3) Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), adalah sewa yang disertai 
jual beli yang menyebabkan perpindahan kepemilikan barang 
dari penjual yang menyewakan kepada pembeli yang 
menyewa, dengan ketentuan penyewa membayar angsuran 
tertentu dalam waktu tertentu. 
b. Syarat pengajuan PPR pada seluruh bank relatif sama, baik dari 
sisi administrasi maupun dari sisi penentuan cicilannya. Untuk 
mengajukan PPR berikut syarat-syaratnya: 
1) Syarat umum 
a) Tidak masuk daftar kredit macet/daftar hitam (black list) 
Bank Indonesia. 




b) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah (mengacu pada 
ketentuan KUHP). 
c) Maksimum usia pemohon 55 tahun pada saat PPR jatuh 
tempo untuk calon debitur berpenghasilan tetap/pegawai. 
d) Maksimum usia 60 tahun pada saat PPR jatuh tempo untuk 
guru/guru besar/profesor/hakim/jaksa. 
e) Menyerahkan surat permohonan yang dilampiri fotocopy 
KTP suami/istri, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy 
NPWP (pinjaman minimum Rp 100 juta), fotocopy rekening 
koran/tabungan/giro tiga bulan terakhir, pas foto suami/istri 
sebanyak sua lembar (ukuran 4 x 6 cm). 
f) Dilengjapi surat-surat penawaran sesuai jenis PPR yang 
dibeli melalui pihak-pihak berikut ini yaitu pengembang 
berupa surat penawaran mengenai spesifikasi/harga rumah, 
pemborong berupa surat rencana pembangunan, dan penjual 
yang bukan pengembang berupa surat penawaran mengenai 
harga jual rumah. 
2) Syarat khusus 
a) Pegawai 
(1) Pengajuan perorangan 
(a) Fotocopy SK (surat keputusan) pegawai tetap dan 
dilegalisasi oleh perusahaan. 
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(b) Surat keterangan gaji/slip gaji perbulan. Surat 
keterangan/rekomendasi dari perusahaan. 
(c) Tempat tinggal atau lokasi bekerja di satu kota 
dengan pemohon. 
(d) Membuka rekening tabungan di bank, karena lebih 
mudah disetujui jika gaji dibayarkan melalui 
rekening di bank yang bersangkutan. 
b) Pengusaha/Wiraswasta/Berpenghasilan tidak tetap 
Jika Pengusaha/wiraswasta/berpenghasilan tidak tetap 
maka harus melampirkan sebagai berikut, izin usaha (SIUP, 
TDP dan NPWP), akta pendirian perusahaan, menyerahkan 
laporan keuangan dua tahun terakhir, mutasi rekening di bank 
minimum tiga bulan. 
c) Profesional 
Selain pegawai dan pengusaha, kalangan profesional 
seperti dokter, apoteker, bidan, pengacara, notaris juga dapat 
mengajukan KPR dengan disertai kelengkapan lampiran 
sebagai berikut, fotocopy legalitas praktik/surat izin praktik 
yang masih berlaku, menyerahkan perincian pendapatn 




3. Proses Pembiayaan Pemilikan Rumah 
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a. Mekanisme dan Prosedur 
Sebelum PPR disetujui oleh bank, nasabah akan melalui 
beberapa tahapan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan 
oleh bank. Beberapa mekanisme dan prosedur pengajuan PPR 
BSM, antara lain: 
1) Bank akan memberikan penjelasan mengenai beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian, pihak bank akan 
memberikan formulir yang harus diisi (oleh pemohon). 
2) Tahapan wawancara dengan pihak bank perihal niatan memiliki 
PPR. Pihak bank akan menilai kepribadian dan kapabilitas 
nasabahnya dalam melunasi uang PPR sesuai jangka waktu yang 
ditentukan. 
3) Jika dinilai layak, maka nasabah akan mendatangi pihak notaris 
guna penandatangan akta cicilan dan mengurusi sertifikat. 
4) Setelah tahapan-tahapan diatas dilalui, selanjutnya adalah proses 
penyerahan kunci dari pihak bank dan pemohon. Kemudian 
penyerahan sertifikat kepada bank yang suatu saat akan 
dikembalikan apabila cicilan PPR telah lunas. 
b. Karakteristik Nasabah Menurut Bank 
Ada lima hal yag akan dinilai untuk mengetahui kelayakan 
mendapatkan pembiayaan dari bank terhadap calon nasabahnya, 
lima hal tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Karakter (character) 
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Dalam hal ini, penilaiaan karakter berkaitan dengan 
komitmen nasabah sebagai pemohon PPR, pihak bank akan 
mencari informasi mengenai kepribadian, kejujuran, kebiasaan, 
gaya hidup, track record, sampai dengan konsistensi nasabah 
dalam pembayaran setiap transaksi. 
2) Kondisi (condition) 
Penilaian terhadap kondisi mencakup izin usaha, kondisi 
indrusty sejenis (apakah memiliki resiko kecil, sedan atau 
tinggi), kemudian proses usaha, kondisi persaingan (apakah 
menjadi leader, follower, niche market atau fighter). Lalu, hal 
paling penting adalah poin penjualan atau nilai unik dari usaha 
yang sedang digeluti (apakah gampang ataukah sulit untuk ditiru 
serta berapa lama usaha tersebut bisa bertahan). 
3) Modal (capital) 
Penilaian terhadap modal berkaitan dengan seberapa besar 
dan apribadi yang nasabah miliki. Hal ini dikarenakan pihak 
bank tidak akan memberikan modal sebesar 100%. Oleh sebab 
itu, nasabah perlu menyertakan struktur modal (modal awal 
yang dibayarkan dan laba yang terkumpul menjadi modal). 
4) Kapasitas (capacity) 
Penilaian terhadap kapasitas meliputi tran hasil penjualan, 
struktur biaya, perbandingan biaya dan penghasilan, utang dan 
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piutang. Selain itu penilaian juga termasuk aspek proyeksi arus 
kas, sumber daya manusia/pekerja, dan kapasitas produksi. 
5) Jaminan (collateral) 
Penilaian terhadap jamina berkaitan dengan asset berharga 
yang bisa dijadikan jaminan/disita jika nasabah sebagai 
peminjam tidak dapat melkasanakan kewajiban untuk melunasi 
cicilan pembiayaan. Bank akan menilai dan mencari tau 
mengenai jaminan uang layak, baik yang berupa asset tangible 
maupun berupa asset intangible. 
4. Kelayakan Pemberian Pembiayaan 
Proses pemberian pembiayaan bank islam kepada nasabah-
nasabahnya sangat memperhati kan aspek-aspek teknik administratif. 
Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar 
pertimbangan pembiayaan adalah sebagai berikut: 
a. Surat Permohonan Pembiayaan 
Dalam surat permohonan berisi pembiayaan yang diminta 
nasabah, untuk beberapa lama, berapa limit/plafond yang diminta, 
serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping 
itu, surat pun dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain 
identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perusahaan, surat 




                                                             
34 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori..., h. 768-773. 
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Sebagai bukti bahwa nasabah telah mengajukan permohonan 
pembiayaan kepada bank, maka permohonan atau aplikasi 
pembiayaan oleh calon nasabah diajukan secara tertulis dan 
ditandatangani oleh nasabah. Dalam surat pemohonan tersebut 
disebutkan jumlah maksimum pembiayaan yang diperlukan dan 
tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan. Permohonan tertulis dari 




b. Proses Evaluasi 
Dalam penilaian suatu permohonan, bank islam tetap 
berpegang pada prinsip kehati-hatian dan aspek lainnya sehingga 
diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. 
Proses penilaian tersebut berdasarkan pada surat permohonan yang 
lengkap, proses penilaian, memo penilaian.
36
 
c. Penerbitan Surat Keputusan Pembiayaan 
Setelah dilakukan surat penilaian secara seksama dan 
berjenjang atas data yang disampaikan calon nasabah penerima 
fasilitas, permohonan pembiayaan tersebut diputus oleh komite 
yang penyampaiannya kepada pemohon dituangkan dalam satu 
surat keputusan, disebut surat keputusan pembiayaan (SKP). Isi 
SKP dapat berupa persetujuan pemberian pembiayaan karena 
dinilai layak (feasible) dan disampaikan dalam bentuk Surat 
                                                             
35 Ibid., h. 104-105. 
36 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori..., h. 773-778. 
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Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP4), atau berupa penolakan 
permohonan pembiayaan. 
Untuk SP4 yang berupa persetujuan pemberian pembiayaan 
memuat tentang maksimum pembiayaan yang disetujui, jenis 
pembiayaan yang diberikan, tujuan penggunaan pembiayaan, 
jangka waktu fasilitas pembiayaan, besarnya imbalan, bagi hasil 
dan sebagainya tergantung persyaratan yang diajukan oleh bank 
sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam buku pedoman 
pembiayaan bank yang bersangkutan. SP4 masih bersifat 
penawaran (offering letter) dari bank kepada calon nasabah 
penerima fasilitas yang bersangkutan. 
Apabila calon nasabah menyetujui syarat-syarat yang 
ditawarkan oleh bank sebagaimana dalam SP4, maka nasabah 
mengembalikan copy SP4 setelah ditandatangani oleh yang 
bersangkutan diatas materai secukupnya sebagai tanda persetujuan, 
sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 1985 
tentang Bea Materai. 
d. Penandatanganan Akad Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan 
Ketika calon nasabah menyetujui syarat-syarat yang 
ditawarkan oleh bank dengan penandatanganan SP4 dan 
mengembalikan kopy SP4 sebelum jatuh tempo. Maka unsur-unsur 
hukum yang harus diperhatikan oleh bank, sebagai berikut: 
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1) Memastikan bahwa orang yang menandatangani akad 
pembiayaan dan akta pengikatan jaminan pembiayaan adalah 
orang yang benar dan berwenang untuk melakukan hal tersebut, 
dengan cara mencocokkan bukti identitas diri dengan anggaran 
dasar perumahan dan/atau dengan asli dokumen bukti 
kepemilikan barang jaminan tersebut. 
2) Memastikan bahwa orang yang menandatangani akad 
pembiayaan dan akta pengikatan jaminan benar-benar 
mengerti, memahami dan menyetujui isi dari dokumen-
dokumen yang ditandatangani dengan cara pejabat bank 
meminta nasabah membeca sendiri dan memahami isi 
dokumen tersebut. 
3) Dalam hal dokumen dibuat secara notariil 
4) Pelaksanaan penandatanganan akta pengikatan jaminan 
(kebendaan dan/atau perorangan) sebagai perjanjian ikutan 
(accessoir) terhadap perjanjian pokok, yaitu akad pembiayaan, 
dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan akad 
pembiayaan. Penandatanganan perjanjian pengikatan jaminan 
tersebut paling lambat dilakukan sebelum pencairan 
pembiayaan dilakukan (menjadi satu syarat perjanjian). 
Apabila penandatanganan perjanjian jaminan mendahului akad 
pembiayaan, maka itu menimbulkan cacat yuridis yang dapat 
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menjadi potential problem dan fasilitas tidak aman (unsecured 
financing). 
e. Monitoring Pembiayaan 
Sistem pencairan pembiayaan dilakukan, maka bank perlu 
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha 
dari nasabah penerima failitas pembiayaan baik secara aktif 
(peninjauan tempat usaha nasabah penerima failitas) maupun 
secara pasif (analisis laporan keuangan, dan sebagainya).
37
 
E. Angsuran Dalam Islam 
Definisi angsuran, angsuran awal kata angsur yang berarti bayar 
dikit demi sedikit, tidak sekaligus dan cicil.
38
 Dalam hal ini angsuran yang 
dimaksud adalah pembayaran atau pelunasan penjualan yang dilakukan 
dengan perjanjian dimana pembayaran nya dilakukan secara bertahap 
(berangsur-angsur) oleh si pembeli dalam jangka waktu yang ditentukan. 
Pada dasarnya angsuran sama hal nya dengan cicilan, Dalam 
bahasa arab, jual beli kredit dikenal dengan bai’ bit taqsith yang berarti 
membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Ulama syafiyah, 
hanafiya, Al-Muayyid billah, serta mayoritas ulama lain berpendapat 
bahwa hukum angsuran dalam Islam diperbolehkan. Hal ini didasarkan 
pada beberapa hal, yakni: 
1. Tidak adanya dalil yang mengharamkam angsuran, ini juga beracuan 
pada kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa: 
                                                             
37
Ibid., h. 105-114. 
38
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (KBBI), Departemen Pendidikan 
Nasional (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 70. 
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ُ اُ  لُ ُص ُلُ ُاُىف ُول ُع ُهُاُ لُ اُتُ  لُ بُ ُحُاُ تُُ  لاُ اُُ ُىُُ ٌ ُذُ ُلُ ُدُُ ٍل ُلُ ُعُ لُ تُى ُح ٌُ ُرُ هواُ
Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)”.39 
2. Firman Allah yang membolehkan utang-piutang atau dalam praktiknya 
biasa disebut dengan kredit, sedangkan Allah SWT juga membolehkan. 
Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah:282 
  ُ ُ ُ ُ  ُُُ  ُ  ُ   ُُ
  ُ  ُ ُ  ُُخلاُ... 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya dengan benar...”40 
 
F. Kerangka Berfikir 












                                                             
39 https://pengusahamuslim.com/4899-kaidah-dalam-fiqih-jual-beli-bagian-01. 
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Untuk menentukah apakah pembiayaan pemilikan rumah pada bank 
BSM KC Bandar Jaya ini berjalan dengan lancar atau tidak perlu dilihat 
dari indikatornya, yaitu dilihat dari bagaimana implementasi akad 
murabahah pada pembiayaan pemilikan rumah dari pihak bank kepada 
nasabah/calon nasabah nya dan bagaimana sisitem angsuran yang 
diberikan bank kepada masabah/calon nasabah pada pembiayaan 
pemilikan rumah ini dilihat dalam perspektif ekonomi islam nya. 
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan 
dengan penelitian yang akan dilakukan. 
1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Sapi‟i dan Agus Setiawan 
yang berjudul Pemilihan Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 
Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Di Bank Muamalat Tbk 
Cabang Pembantu Samarinda Seberang). Penulis menggunakan 
metode Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan data primer dan 
data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan KPRiB Muamalat 
yaitu KPR sebagai fasilitas pinjaman yang disediakan bank-bank untuk 
membiayai pembelian rumah yang siap huni yang sesuai syariat islam. 
Adapun Akad yang digunakna dalam mekanisme pembiayaan KPR 
Muamalat iB yaitu akad Murabahah.
41
 
                                                             
41
 Sapi‟i dan Agus Setiawan, “Pemilihan Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 
Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Di Bank Muamalat Tbk Cabang Pembantu Samarinda 
Seberang)”. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No, 1, 2016). h. 23. 
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2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Marwini yang berjudul 
Aplikasi Pembiayaan Murabahah Produk KPRS di Perbankan Syariah. 
Penulis menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakna data 
sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk 
pembiayan murabahah KPR Syariah mempunyai ketentuan-ketentuan 
pokok yang mengatur mekanisme produk pembiayaan murabahah 
KPR Syariah, dan ketentuan margin keuntungan murabahah 
pembiayaan KPR Syariah menggunakan komponen cost of found, 
overhead cost, premi resiko dan jangka waktu. Komponen-komponen 




3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aisyiatus Shahiyah Suharto 
dan Moch Khoirul Anwar yang berjudul Minat Masyarakat Terhadap 
KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah) dengan Skema Murabahah 
pada BNI Syariah KC Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan 
Penulis adalah dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat akan 
KPRS pada BNI Syariah KC Surabaya mengalami peningkatan, hasil 
ini didapat melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
43
 
4. Berdasarkan penelitin yang dilakukan Mohamad Heykal yang berjudul 
Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah Di 
                                                             
42
 Marwini, “Aplikasi Pembiayaan Murabahah Produk KPRS di Perbankan 
Syariah”(Jurnal: al-Ihkam, Vol.8 No.1 Juni 2013), h. 159. 
43 Aisyiatus Shahiyah Suharto dan Moch Khoirul Anwar, “Minat Masyarakat Terhadap 
KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah) dengan Skema Murabahah pada BNI Syariah KC 
Surabaya” (Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2), h. 158. 
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Indonesia. Peneliti menggunakan penelitian dengan metode Deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 11 bank umum 
syariah yang ada di indonesia 6 diantaranya memiliki pembiayaan 
untuk KPR Syariah meskipun dengan jumlah yang fluktuatif. 
Berfluktuasinya KPR Syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah 
lebih banyak disebabkan pemahaman masyarakat yang belum benar 
tentang konsep KPR Syariah tersebut.
44
 
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Egi Arvian Firmansyah & Deru 
R Indika yang berjudul Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank 
(Studi Di Jawa Barat). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
data sekunder dan primer. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
mayoritas responden yang masuk ke dalam kategori ini adalah para 
keluarga muda berpenghasilan menengah ke atas dan memilikan latar 
belakang pendidikan yang baik, mereka beranggapan bahwa praktik 
kpr di bank syariah masih tergolong riba sehingga praktik kpr syariah 
tanpa bank adalah solusi agar terhindar dari riba.
45
 
6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Helmi Haris yang berjudul 
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan 
Perbankan Syari‟ah).  hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
masing-masing memiliki nilai negatif dan nilai positif. Nilai negatifnya 
adalah memunculkan kesan bahwa tidak ada suatu otoritas khusus 
                                                             
44 Mohamad Heykal, “Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah Pada Bank Syariah Di 
Indonesia” (Binus Business Review Vol.5 No.2 November 2014), h. 525. 
45 Egi Arvian Firmansyah & Deru R Indika, “Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa 
Bank (Studi Di Jawa Barat)” (Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun 10 No 3 Desember 
2017), h. 229. 
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yang menangani operasional perbankan syariah di indonesia sehingga 
muncul berbagai variasi produk pembiayaan kepemilikan rumah. Segi 
positifnya adalah dengan berbagai macam variasi pembiayaan 
kepemilikan rumah yang ditawarkan oleh bank-bank syariah berarti 
calon nasabah mempunyai berbagai alternatif pilihan untuk memiliki 
rumah dengan cara yang sesuai dengan keinginannya.
46
 
7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dina Zulfa Ofera yang berjudul 
Pengaruh Margin Murabahah, Bunga KPR Bank Konvensional Dan 
Ujrah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Kongsi 
Kepemilikan Rumah Syariah (KPRS) Di Bank Muamalat Cabang 
Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel bunga 
KPR Konvensional, margin murabahah, dan ujrah bank muamalat 




Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 
penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lanjutan dari penelitian 
sebelumnya. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada penelitian sebelumnya 
yaitu pada mekanisme dan aplikasi yang digunakan pada setiap lembaga 
keuangan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dan untuk 
                                                             
46 Helmi Haris, “Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan 
Perbankan Syari’ah)”(Jurnal Ekonomi Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Vol 1, No 1, Juli 2007), h.124. 
47 Dina Zulfa Ofera, “Pengaruh Margin Murabahah, Bunga KPR Bank Konvensional 
Dan Ujrah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Kongsi Kepemilikan Rumah Syariah 
(KPRS) Di Bank Muamalat Cabang Medan” (Tesis Ekonomi Islam, Medan 2016), h. 98. 
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pemasaran di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya tidak ada staf atau 
karyawan yang melakukan pemasaran ke luar bank akan tetapi hanya 
menunggu apabila ada pembeli atau calon pembeli yang datang ke bank 
untuk melakukan pembiayaan tersebut. 
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